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ABSTRAK 

Jurnal ini membahasvtentang hasil penelitian hukumamengenai pertanggungjawaban pidana perempuan 
yang melakukanlpersetubuhan secara paksa terhadapalaki-laki. Latar belakang masalah dari penelitian ini 
bermula daripkekosongan hukum yang terdapat pada Pasal 285kKitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang hanyakditujukan kepada perempuan sebagai korban dari perkosaanltersebut. Sebagaimana 
sesuai dengan perkembangan jamanayang sudah modern ini, maka tidakamenutup kemungkinan jika 
perempuan yang biasanya disebut sebagaiamahlukalemah sebaliknya menjadiaperempuanayang bisa 
melakukan persetubuhanasecara paksa terhadapalaki-laki dengan ditunjangnya perkembangan medis yang 
canggih. Disini laki-laki ajuga bisa dijadikan sebagai korban persetubuhanasecara paksa oleh perempuan 
karena laki-laki juga bisa dirugikan yaitu ada unsur kerugian dimana ayang paling utama mengalami 
tekanan mental (psikisnya). Dari apenelitian tersebut maka dapat adiambil rumusan masalah Apakah 
persetubuhan yang dilakukan aperempuan secara paksa terhadap laki-laki dapat dikategorikan sebagai  
tindak pidana perkosaan ?. Melihat penelitian tersebut, maka apenulis menggunakan dua metode 
pendekatan yaitu metode pendekatan akonseptual dan metode pendekatan aperundang-undangan yang 
didukung dengan jenis penelitian secara yuridis anormatif menggunakan aanalisis deduktif sehingga dapat 
memberikan akesimpulan terkait kekosongan ahukum pada perempuan yang melakukan persetubuhan 
secara paksa terhadap alaki-laki 
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ABSTRACT 

This journal discusses the aresearch result of the law concering criminal liability aof women who did the 
forced promiscuity against men. aBackground the issue if this reseacrh starts afrom the void which is 
contained in section a285 of the abook the laws of criminal law (CRIMINAL CODE) which only addressed to 
women as victims of rape. As in accordance with athe canging times of the already modern, it doesn’t close 
possibilty if women are commonly referred to asaweak beings instead became the woman who could do the 
forced promiscuity against men withasupported the development of a sophisticated medical. Here men can 
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also be victims of the forced promiscuityaby women because the men could also be harmed, namly there is 
an element of a loss which the mentalapressure suffered a major (psychic). Of such research could beataken 
then the outline of the issue whether the promiscuity of women carried out forcibly against the maleacan be 
categorized as a criminal offence rape?. See the research, then the author uses two methods ofaapproach to a 
conseptual approach method and the method of approach to legislationasupported by the type of juridical 
normative research using deductive analysis so that can provideaconclusions related legal void on women 
who did theaforced promiscuity against men. 

Keywords: Criminal liability, Forced Sex, male 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Padaadasarnya setiap orang pernah melakukanakejahatan yang berbeda-beda,  kejahatan 
tersebut diukur dariatingkat kejahatan yang dilakukanadan tergantung dari tujuannya untuk 
memperoleh apa yangaingin didapatkannya atau hanya ingin melampiaskanakesenangan semata. 
Sudah banyakabermacam-macam bentukakejahatan yang sudah terjadiadimana-mana, tidak 
pandang bulu korban tersebutadari dewasa sampaiamerucut kepadaaanak-anak. salah satunya 
yaitu kejahatan dengan kekerasan. Bentukakejahatan yang dimaksud adalah bentuk kejahatan 
yang diatur dalam Buku IIaKUHP, sedangkan pengertian “dengan kekerasan” dalam Bab IX 
KUHP juga belum diaturadengan jelas. Pasal 89aKUHP hanya menerangkan bahwa yang 
dinamakan “melakukan kekerasan” itu adalahamembuat orang menjadi pingsan atau tidak 
berdaya lagi (lemah)a 

aKartini Kartono menyatakan, bahwa secaraasosiologis kejahatan adalah semua bentuk 
ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangata 
merugikan masyarakat, melanggaranorma-norma asusila, danamenyerang keselamatan warga 
masyarakat (baik yang telahatercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup 
dalam undang-undang). Beberapa pengertian kejahatan diatas menunjukan bahwa ada tolak ukur 
terhadap suatuaperbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yanga 
hidup di masyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma 
hukum.a 

aDari beberapa pengertian diatas sudah dijelaskan bahwa kejahatan tersebut 
mempunyaia pengertian yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. 
semakin bertambah gejala kejahatan yang terjadi, semakin bertambah juga korban yang ada 
sehinggaapara aparat penegak hukum harus segera meminimalisiradengan baik setiap usaha atau 
modus operandiayang di lakukan oleh pelakuakejahatan tersebut. Akhir-akhir ini banyak terjadi 
kejahatan mengenai kesusilaan. Kejahatan yangasering menimpa kaum perempuan yaitu 
kejahatan perkosaan, kejahatan perkosaan iniaselalu menimbulkan bahaya yang sangat riskan 
terutama pada korban yang amengalami tekanan mentala(psikologis). Setiap perkosaan tidak serta 
merta terjadiabegitu saja, melainkan hal itu dapat dilihatasebagai suatu kasus yang berdiri sendiri. 
Karena kejahatanaperkosaan juga erat kaitannya dengan budaya dan struktur sosialamasyarakat. 
Pada kasus perkosaan, setiap orangadapat menjadi pelaku perkosaan tanpaamengenal usia, status 
pangkat, pendidikan, danajabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, 
dapat dikatakan bahwaapelaku perkosaan sesungguhnya tidakamengenal batas usia1. 

                                                           
1Suharman, Kekerasan Terhadap Perempuan,Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta, 

2007, h. 56 
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Kejahatan perkosaan selaluadidahului dengan niat dariapelaku yang ingin melampiaskan 
nafsu seksualnyaakepada korban untuk kesenangan semata yang bisa membuat korban merasa 
terancam dan dirugikanahak-haknya. Dalam hal ini perkosaan merupakan halayang melanggar 
norma dan merupakanakekerasan seksual yang dilakukan secara sengajaaoleh laki-laki kepada 
perempuan denganamelakukan kekerasan dan ancamanamemaksa sehingga perempuan harus 
mau tidak mauasecara paksa melakukanapersetubuhan tersebut dengan laki-laki. Dalam halaini 
bisa dilihat arti dariaperkosaan menurutaPasal 285 KUHPayang menyatakan:“Barangsiapa 
denganaancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukanaisterinya bersetubuh dengan dia 
dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjaraaselama-lamanya dua belas tahun”. Dari 
pengertian tersebut dapat diuraikanabahwa pelaku dari perkosaan ialah laki-laki dan korban yang 
ditujukan adalah perempuanayang bukanaistrinya. Sehingga dalam Pasal ini yang diancam 
hukuman yaitu terletak padaaunsur korbanaperkosaan yaitu perempuan diluar perkawinan, dan 
korban juga harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga unsur tersebutadapat 
diketahui bahwa tidak adaaunsur persetujuanadari pihak korban mengenai niat danatindakan 
pelaku. Melihat ancamanapidana penjara maksimal 12 (dua belas ) tahun pada nyatanya masih 
belum mampu mencegahaterjadinya perkosaan dan mebuat pelaku dari pekosaan menjadi jera. 

Menurut KamusaBesar Bahasa Indonesiaabahwa:”Unsur utama yang melekat pada 
tindakan perkosaanaadalahaadanya perilaku kekerasanayang terkait dengan hubungan seksual, 
yang dilakukanadengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait 
dengan hubunganaseksual dapat dikategorikan sebagaiaperkosaan”.2 

MenurutaR.Sugandhi, yang dimaksud denganaperkosaan adalah “Seorang pria yang 
memaksa padaaseorang wanita bukan isterinya untuk melakukanapersetubuhan dengannya 
denganaancamanakekerasan, yang manaadiharuskan kemaluanapria telah masuk ke dalam 
kemaluanaseorang wanita yang kemudian mengeluarkan airamani”. 

Sedangkanamenurut PAF Lamintang dan DjismanaSamosir berpendapat, “Perkosaan 
adalah perbuatanaseseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaaseorang 
wanita untuk melakukan persetubuhanadiluar ikatan perkawinanadengan dirinya”.3 

Sebagaimanaasesuai denganaperkembangan jaman yang sudah modern ini, maka tidak 
menutup kemungkinan jikaaperempuan yang biasanya disebut sebagai mahluk lemahjsebaliknya 
menjadi perempuan yang bisaamelakukan persetubuhan secara paksa terhadapalaki-laki dengan 
ditunjangnyaaperkembangan medis yang canggih. Disini laki-laki juga bisa dijadikan sebagai 
korbanapersetubuhan secara paksa oleh perempuanakarena laki-laki juga bisa dirugikan yaitu ada 
unsur kerugian dimanaayang paling utama mengalamiaatekanan mental (psikisnya). Dilihat dari 
perkembanganajaman yang semakin hari semakin berkembang maka di dalam duniaakedokteran 
atau ilmu medis juga mengalamiasuatu perkembangan yaitu obat-obatanayang memiliki 
bermacam-macam jenis obat. Salahasatunya obat yang bernama Trozodon. Trozodonaadalah 
antidepresan sekaligus obat penenangayang sering digunakan pada orang yangamempunyai 
masalah tidur, selain itu obatadalam bentuk pil ini juga bisa digunakanauntuk merangsang 
seksualitas terhadapalaki-laki sehingga menyebabkan ereksi yang berlangsung selama empat jam. 
Jika pelakuamelakukan kekerasan denganacara meminumkannya pada korban secara paksa maka 
pelaku bisaalangsung melakukanakejahatannya tersebut. 

Disiniaunsur-unsur perkosaan juga bisa diterapkan pada persetubuhan secaraapaksa 
terhadap laki-laki yangamenjadi korbannya. Perempuanabisa melakukan kekerasan terhadap laki-

                                                           
2Ibid., h.40. 
3Ibid., h. 41. 
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laki dengan caraaapapun, dilihat dari Pasal 89 KUHP yangadimaksud melakukan kekerasan yaitu 
mempergunakanatenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. aMisalnya 
memukuladengan tangan atau denganasegala macam senjata, menyepak, menendang, mengikat 
tangan dan kakinya, meminumkan obat denganapaksa dan sebagainya, lalu yang disamakan 
dengan melakukan kekerasan menurutaPasal ini adalah membuat orang menjadi pingsanaatau 
tidakaberdaya. 

Dengan menekankan pada Pasal 89 KUHPamaka dengan melakukan salah satu 
kekerasan yaitu dengan menyuntikanaatau memberi obat kepada laki-laki sehinggaalaki-laki itu 
bisa pingsan dan tidakaberdaya, maka perempuan bisa langsung melakukanapersetubuhan secara 
paksa terhadap laki-laki. Makna “melakukan kekerasan” tidak hanyaaterdapat pada Pasal 89 
KUHPasaja, melainkan memilikiaperluasan makna. Melakukan kekerasan dengan kekerasan 
memilikiaarti yang berbeda, tetapi menurutaKamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan 
dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatanaseseorang yangamenyebabkan cedera atau 
matinya orang lainaatau menyebabkan kerusakanafisik atau barang orang lain, atau adaapaksaan. 
Menurutapenjelasanaini, kekerasan itu merupakan wujudaperbuatan yang lebih bersifatafisik 
yangamengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan padaaorang lain. Salah satu unsur yang 
perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atauaketidakrelaan atau tidak adanyaapersetujuan 
pihak lain yangadilukai 

Intinyaajika dilihat dalam Pasal 285aKUHP yaitu tindakan perkosaanahanya dapat 
ditujukan dari laki-laki ke perempuan. Kenapa ditujukan kepada perempuan?aKarena perempuan 
merupakan mahluk yang lemah, sehinggaalaki-laki dapat sangat mudah melakukan perkosaan 
kepadaaperempuan dan perempuanahanya sebagai penerima atau pelampiasananafsu seksual 
laki-laki.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkanauraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut: 
Apakah persetubuhanayang dilakukan perempuan secaraapaksa terhadap laki-laki dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidanaaperkosaan ? 
 
3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian  
Jenis yang digunakan dalamapenelitian ini adalah penelitian hukumayuridis-normatif. 

Penelitian hukum yuridis-normatif adalahapenelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupunadoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi. Penelitian hukumanormatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu 
hukum yang ada. Hasiladari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan 
masalah yangadiajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat 
praktekahukum di lapangan. Menurut PeteraMahmud Marzuki, penelitian hukumaadalah salah 
satu proses untuk menemukanaaturah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupunadoktrin-doktrin 
hukumaguna menjawabaisu hukum yang dihadapi.4 

Ada dua pendekatanayang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan dilakukanadengan menelaah semua undang-undang danaregulasi yang 

                                                           
4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta,  2017, h.35. 
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bersangkut paut dengan isuahukum yang sedang ditangani yaitu terkait persetubuhanasecara 
paksa yang dilakukan oleh perempuanaterhadap laki-laki dikategorikan sebagai tindakapidana 
perkosaan.  Pendekatanakonseptual dalam penelitian ini beranjakadari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang diadalam ilmu hukum. Dengan mempelajariapandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin diadalam ilmu hukum makaaakan menemukanaide-ide yang 
melahirkanapengertian-pengertian hukum, konsep-konsepahukum, dan asas-asas hukum yang 
relevanadengan isu hukum yang dihadapi.5 Pemahaman akanapandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalamamebangun argumentasi hukum dan 
memecahkan isu hukumamengenai persetubuhanasecara paksa yang dilakukanaperempuan 
terhadap laki-lakiadikategorikan tindak pidanaaperkosaan. 

Sumberadan jenis bahan hukumayang digunakan dalam penelitian iniaadalah jenis 
penelitian hukumanormatif (normative legal research). Maka bahan hukum yangadigukanakan 
adalah bahan hukumaprimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  
a. Bahan hukumaprimer, merupakan bahan hukum yangabersifat auotoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.6 Bahan hukum primer terdiriadari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalahayang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang 
HukumaPidana 

b. BahanaHukum Sekunder, yangaterutamaaadalah buku teks, karena buku teks berisi 
mengenaiaprinsip-prinsip dasar ilmu hukumadan pandangan-pandangan klasik para 
sarjana yang mempunyaiakualifikasi tinggi.7 Bahan hukum sekunder yaitu bahan 
hukum yang berasal darialiteratur atau dari pendapat para ahli. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukumayang memberikanapetunjuk bahan lain 
misalnyaaensiklopedia dan kamus bahasaaindonesia 

Prosesapengumpulan bahan hukum dilakukanadengan cara melakukan studi pustaka 
dengan membaca danamempelajarialiteratur-literaturayang ada serta peraturan perundang-
undangan yang adaasesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kemudianamembuat klasifikasi 
yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan pendapatapara ahli, kemudian 
dikelompokanaberdasarkan jenis dan sifatnyaaselanjutnya dilakukanaanalisa guna mendapatkan 
suatuakesimpulan. 

Analisisabahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalahaanalisis deduktif 
dimana analisis ini memberikanapenjelasan dari masalah yang umum menujuapermasalahan 
yang menggambarkan secaraatepat karakteristik atau ciri-ciri suatu isu hukum yang hendak 
dipecahkan sehingga dapatamemberikan kesimpulan dalam bentukdargumentasi untuk 
permasalahandyangdada.  

 
PEMBAHASAN 

 
Apakah persetubuhan yang dilakukan perempuan secara paksa terhadap laki-laki dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan ? 
Istilahdtindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilahfstrafbaar feit  dalam 

bahasa belanda walaupun secara resmi tidak adafterjemahan resmi strafbaar feit. Menurut Simons 
tindak pidana “adalah suatu tindakan ataufperbuatan yang diancam dengan pidanadoleh 

                                                           
5Ibid,. h. 136. 
6Ibid,. h. 181. 
7Ibid,. h. 182. 
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undang-undang, bertentanganfdengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan olehdseseorang 
yang mampu bertanggungfjawab.” 

Pembentuk undang-undangakita telah menggunakanaperkataan “strafbaar feit”, maka 
timbullah dalam doktrinaberbagai pendapat tentang apa yangasebenarnya yang dimaksud 
dengan “strafbaar feit”atersebut. 

Strafbaar feit sebagaiasuatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentuftelah ditolak di 
dalam suatu pergaulan hidup tertentu danfdianggap sebagai perilaku yang harusfditiadakan oleh 
hukumfpidana dengan menggunakanfsarana-sarana uyang bersifat memaksa yang terdapat di 
dalamnya.8 

Pengertianftindak pidanaf(strafbaarfeit/delict/criminal act) yang selama inifdikembangkan 
oleh doktrin, dirumuskan secaragtegas dalam RUU Pasal 11 ayat (1) menetapkangbahwa: “Tindak 
pidana adalah perbuatan melakukangatau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturangperundang-
undangan dinyatakan sebagaigperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuangini 
menegaskan apa yanggtelah dirumuskan dalam doktrinihukum pidana salah satunya 
penggolongan delik atas delikrsengaja (dolus) dan delikrkealpaam (culpa), yakni tidak melakukan 
suatu tindakan yangrmerupakan kewajibanrhukum pelaku untuk berbuat, tindakanrtidak berbuat 
tersebutrmerupakan tindak pidanar(culpos delicten).9  

Untukrdinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebutrdilarang dan diancam 
pidana oleh peraturanrperundang-undangan, harus juga bersifatrmelawan hukum atau 
bertentangan denganrhukum yang hidup dalam masyarakat. Setiaprtindak pidanarselalu 
dipandang bersifat melawan hukum, kecuali adaralasan pembenar. Dengan menegaskanrbahwa 
setiap tindak pidana dianggap selaluebertentangan denganehukum, konsep berpendirian bahwa 
sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak darietindak pidana. Artinya, walaupun dalam 
perumusan delik tidaksdirumuskan secara tegas adanya unsursmelawan hukum, namun delik itu 
harus selalu dianggapsbersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang 
hanya merupakan ukuran formal atau ukuran objektif untuk menyatakan suatu 
perbuatansbersifat melawan hukum. Mengenai ukuran formal atau obejktifsitu perlu diuji secara 
materiil, apakah ada alasanspembenar atau tidak, dan apakahsperbuatan itu betul-betul 
bertentangan denganskesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidupsdalam masyarakat. 
Apabila perbuatannya secara materiil tidakdbersifat melawan hukum, makaatidak dapat 
dikatakan ada tindak pidana dan olehskarena itu tidak dapat dipidana. Dengan ketentuan 
demikian, terlihat adanyadasas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum/kepastian 
hukum) dan patokanmateriil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).10 

Selain itu jugadtindak pidana merupakan pelanggaran norma-normadyang bersifat 
melawan hukum, karena perbuatan tersebut maka harusdada sanksi atau penjatuhandpidana 
pada orang yang melakukan tindak pidana agar orangftersebut tidak melakukan kesalahan lagi. 
Pentingnya pemahaman terhadap pengertianfunsur-unsur tindak pidana. Sekalipun 
permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsurgtindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam 
praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagigkeberhasilan pembuktian perkara pidana. 

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang HukumgPidana) tindak pidana perkosaan diatur 
pada Buku II Bab XIV tentang kejahatandKesusilaan. Secara singkat danasederhana, delik 

                                                           
8 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011,  h.97. 
9Ibid,. h. 370. 
10 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru,Kencana, Jakarta,2014, h.85 
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kesusilaan adalah delik yang berhubunganddengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kesusilaan11 diartikan sebagai perbuatan yangdberkaitan dengan adab dan 
sopan santun; perilaku asusila. Namun untuk menentukanrseberapa jauh runag lingkupnya 
tidaklah mudah, karenarpengertian dan batas-batas kesusilaanritu cukup luas dan dapat berbeda-
beda menurut pandanganfdan nilai-nilai yang berlaku di dalamfmasyarakat. 

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurutf Roeslan Saleh hendaknya tidak dibatasi 
pada pengertian kesusilaan dalamfbidang seksual,etetapi juga meliputi hal-halfyang termasuk 
dalam penguasaandmasyarakat, misalnyafmeninggalkan orang yang yang perlu ditolong, 
penghinaan dan membuka rahasia. Sementaradjika diamati berdasarkankkenyataan sehari-hari, 
persepsi masyarakat tentang arti kesusilaanklebih condong kepada kelakuan yangbbeanr atau 
salah, khususnya dalam hubungan seksual.12 TindaklPidana Perkosaan termasuk salah satu 
kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalamkPasal 285 KUHP. 

Dalam hal ini perkosaan termasukdtindak pidana seksual yang merupakan perampasan 
hak asasi manusia dan bisa menyebabkan kerugianlfisik maupun psikis pada diri 
seseorangrsecara berkepanjangan atau dalam waktu yang cukup lama. Tindak pidana perkosaan 
ini merupakanfperbuatan yang melanggarfhak asasi manusia danfmerupakan penyelewengan 
norma maupun perbuatanfasusila yang bersifat melawanfhukum. 

Dengan kualifikasifvekrachting, dalam Pasal 285 KUHPfdirumuskan suatuftindak pidana 
berupa: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untukrbersetubuh dengan 
dia diluar perkawinan, dengan ancaman hukumanrmaksimum dua belas tahun penjara. Terjemahan dari 
bahasa indonesia dari kata vekrachting adalahrperkosaan, tetapi terjemahan ini – meskipunrhanya 
mengenai nama suatu tindak pidana – tidak tepat karena diantaraorang-orang belandalvekrachting 
sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkanddalam bahasa Indonesia, kata 
perkosaan saja sama sekali belum menunjuk padadpengertian perkosaan untuk bersetubuh. Maka 
sebaiknya, kualifikasi tindak pidanaldari Pasal 285 KUHP ini harus  perkosaan untuk bersetubuh.13 

Pada bagian inti delikhperkosaan harus dengan kekerasan atauhancaman kekerasan cocok 
dengan bahasa Indonesia “perkosaan” yang menurut kamus umum bahasa Indonesia 1976 
susunan Poerwadarminto, ia mengatakan bahwa perkosaan berarti:14 “Menundukkan dengan 
kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, sedangkankpemerkosaan diartikan sebagai 
proses, cara, perbuatankperkosa atau melanggar dengankkekerasan. Kata perkosaan berasal dari 
bahasa latin rapere yanglberarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. misalnya 
memperkosa istri orang, memperkosa gadislyang belum berumur, melanggar, menyerang, dan 
sebagainya dengan kekerasan.”Intinya terhadap tindak pidana perkosaan harus segera 
mendapatkan pembaruan khusus dalam konsep rancangan KUHP yang baru mengenai 
perkembangan jaman yang sudah maju agar pelaku tidakllolos walaupun menggunakan cara 
yang beraneka ragam dalam melakukankperkosaan terhadap korban, dan korban yang dirugikan 
juga bisa mendapat perlindungankhukum. 

Secara kriminologis pengertian pemerkosaanhdidasarkan tidak adanya persetujuan 
dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidakhhanya harus melalui vagina tetapi pula 
dimasukan anus. Dapat pula dimasukan bukanfpenis si pelaku melainkan jari, kayu,fbotol 

                                                           
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1997, h.980. 
12 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 

2004, h.3. 
13 Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,  Refika Aditama,  Bandung, 2010, h.118. 
14 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 21. 
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atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpafkehendak 
wanita. Biarpun tidak melawan kalau hubunganfseks itu dipaksakan berarti perkosaan. 

Dalam ketentuan Pasalv285 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur suatu perbuatan 
yang dikategorikan sebagaivtindak pidana perkosaan yaitu persetubuhan, dan 
persetubuhanvitu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan paravpelakunya tidak 
berada dalamvstatus perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur 
yang membedakanvdengan kejahatan kesusilaanvyang lain yang diatur dalam KUHP. 
Sejauh ini yang dimaksud dengan kekerasanvhanya diartikan dengan kekerasanvfisik 
belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikisvtidak dianggap sebagai suatu 
kekerasan. Sehingga tidakvjarang terjadi seseorang yang melecehkan anakfperempuan 
dengangmenggunakan kekuasaan atau bujuk rayu diklasifikasikanksebagai tindak 
kejahatangperkosaan. 

Didalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawabangberkaitan dengan dasar 
untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaranghukum. Sanksi itu sendiri pada 
umumnya adalah alat pemaksa agar seseoranggmenaati norma yang berlaku. Setiap sistem 
hukum seyogyanya, dengan berbagai cara,gmengadakan pengaturan tentang bagaimana 
mempertanggungjawabkan orang yang telahgmelakukan tindak pidana. Dikatakan ‘dengan 
berbagai caragkarena pendekatan yanggberbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum 
merumuskangtentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalamgkonsep 
maupun implementasinyag 

Dalam hal pertanggungjawabangpidana, maka prtanggungjawaban hukum yanggharus 
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasarguntuk 
menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat darigsudut terjadinya suatu tindakan yanggterlarang 
(diharuskan), seseorang akangdipertanggungjawab-pidanakan atasgtindakan-tindakan tersebut 
apabila tindakan tersebutgbersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan 
hukum atau rechtvaardigingsgrondgatau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat sudut kemampuan 
bertanggungjawab maka hanyagseorang yang “mampu bertanggung jawab”gyang dapat di 
pertanggungjawab –(pidana)-kan.  

Pertangunggjawaban pidana dalam istilah asing disebutgdengan teorekenbaardheid atau 
criminal responsibilitygyang menjurus kepada pemidanaangpelaku dengan maksud untuk 
menentukan apakahgseseorang terdakwa atau tersangka dipertanguunggjawabkan atasgsuatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapatgdipidananya si pelaku, diharuskangtindak 
pidana yang dilakukannyagitu memenuhi unsur-unsurgdelik yang telah ditentukan dalam 
undnag-undang. Dilihat darigsudut terjadinya tindakan yang yang dilarang, seseorang akan 
dipertangunggjawabkan atasvtindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan 
hukum serta tidak ada alasanvpembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untukgpidana 
yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawabgyang 
dipertanggungjawabkan atasgperbuatannya. 

Pertanggungjawabangpidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana 
tersebut. Dengan kata lain,gcriminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki 
‘defence’, ketika melakukangsuatu tindak pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara 
negatif dapat terlihat dari ketentuangPasal 44, 48, 49, 50 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal 
yang dapat mengecualikan pembuatgdan pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana 
disini dapat dibaca sebagai pengecualiangadanya pertanggungjawaban pidana dalam hal tertentu 
dapat berarti pengecualian adanyagkesalahan. 
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Dalam hukum pidana konsepaliability atau “pertanggungjawaban” itu merupakanskonsep 
sentral yang dikenal denganfdengan ajaran kesalahan. Menurutdpandanganftradisional, di 
samping syarat-syarat objektif melakukandperbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat 
subjektif ataufsyarat-syarat mentalfuntuk dapaipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana 
kepadanya. Syaratfsubjektif inifdisebut “kesalahan”.  

Kesalahan,gpertanggungjawabandadalah ungkapan-ungkapan yang terdengarddan 
digunakan dalam percakapanfsehari-hari, dalam moral, agama,fdanghukum. Tiga unsur itu 
berkaitan satufdenganfyang lain, danfberakar dalam suatu keadaanfyang sama yaitu adanya 
pelanggaranfterhadap suatu sistemfaturan-aturan. Sistem aturan-aturanfinifdapat bersifat luas 
dan anekafmacam (hukum perdata, hukum pidana,faturan moral dan sebagainya). Kesamaanfdari 
ketiga-tiganyafadalah bahwa mereka meliputidsuatu rangkaian aturan tentang tingkah lakufyang 
diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadidsistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, 
pertanggungan jawabfdanepemidanaan itufadalah sistemfnormatif.15  

Berpangkalatolakdkepada sistemfnormatif yang melahirkan konsepsifkesalahan, 
pertanggunganjawabddanlpemidanaanfitu,fdicobanyalmenganalisaftentangfpertanggungajwaban 
pidana.kBertanggung jawablatasfsuatufperbuatankpidanafberartifyangfbersangkutanhsecara 
sahgdapatgdikenaigpidanahkarenakperbuatanfitu.hHubunganpetindakgdengangtindakannyahdit
entukan oleh kemampuangbertanggung jawabkdarigpetindak. Iagmenginsyafighakikat 
dariltindakangyang akanggdilakukannyagtindakan tersebut ataugtidak. Jikagiagmenentukan 
(akan) melaksanakangtinadakn itu, maka bentuk hubungangitugadalah “sengaja”gatau “alpa”. 
Dan untukgpenentuangtersebut, bukangsebagaigakibat atau dorongan darigsesuatu, yang 
jikagdemikian penentuan itu berada di luargkehendaknya samagsekali.g 

Menurut Muladi dan Dwija Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana 
terdapatg dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangang 
yang monistis antara lain dikemukakan oleh simons yang merumuskan “strafbaar feit” sebagai 
“eeng strafbaar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband staandehandeling van een (orekeningvatbaar 
person” g(suatu perbuatan yang  oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan 
hukum,gdilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas 
perbuatannya).gMenurut aliran monisme unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur-unsur 
perbuatan, yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazimg 
dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurya unsur perbuatan dan unsur gpembuatnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat gpenjatuhan 
pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pesti gpelakunya 
dapat gdipidana16 

Untuk adanya “strafvoraussetzungen” g(syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) 
diperlukan lebih dahulu pembuktian gadanya “strafbare handlung” (perbuatan pidana), lalu 
sesudahnya itu dibuktikan schuld gatau kesalahan subjektif pembuat. Didalam unsur 
pertanggungjawaban pidana unsur gyang utama adalah kesalahan. Pengertian itulah yang 
dinamakan pertanggungjawaban gdalam hukum pidana, yaitu seperti dalam bahasa belanda 
“strafrectterlijke toerekening” dan gbahasa inggris: “criminal responsibilty atau “criminal liability”.17 

Sudah pasti dalam hal gpertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan adanya 
kesalahan, karena keduanya dsaling berkaitan satu sama lain. Seseorang tidak bisa dimintai 
                                                           

15 SR. Sianturi, Asas-AsasdHukum Pidana di Indonesia dangPenerapannya. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 
2008, h.250 

16Ibid., h.52 
17 Ibid., h. 55 
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pertanggungjawaban jika tidak dada kesalahan yang diperbuatnya seperti dengan hal tiada 
pidana tanpa adanya dkesalahan.  

Pertanggungjawaban dpidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana 
tersebut. Dengan kata lain, dcriminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki 
‘defence’, ketika melakukan dsuatu tindak pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara 
negatif dapat terlihat dari dketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-
hal yang dapat mengecualikan dpembuat dan pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana 
disini dapat dibaca sebagai fpengecualian adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal tertentu 
dapat berarti pengecualian fadanya kesalahan. 

Dalam hukum pidana fkonsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep 
sentral yang dikenal dengan fdengan ajaran kesalahan. Menurut pandangan tradisional, di 
samping syarat-syarat objektif fmelakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat 
subjektif atau syarat-syarat fmental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana 
kepadanya. Syarat subjektif fini disebut “kesalahan”.  

Kesalahan, fpertanggungan jawab, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar 
dan digunakan fdalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu 
berkaitan satu fdengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu adanya 
pelanggaran fterhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas 
dan aneka fmacam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari 
ketiga-tiganya fadalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang 
diikuti oleh fsuatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, 
pertanggungan fjawab dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.18 

Berpangkal ftolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, 
pertanggungan jawab fdan pemidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungajwaban 
pidana. Bertanggung fjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah 
dapat dikenai pidana fkarena perbuatan itu. 

Merumuskan fpertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan 
fungsi represif hukum fpidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam 
hukum pidana berarti fdipidana. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana 
merupakan syarat-syarat fyang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat 
tindak pidana. Sementara fitu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik  (daad en dader 
strafrecht), proses wajar f(due process) penentuan pertanggumgjawaban pidana, bukan hanya 
dilakukan dengan fmemerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya 
itu sendiri. Proses ftersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat 
dicelanya pembuat ftindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.19  

Syarat bagi fadanya suatu pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan 
adalah si pembuat fharus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan 
bertanggung jawabf dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan 
bertangggung jawabf ini KUHP memang tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam 
doktrin atau Memorief van Toelichting (MvT).20 

                                                           
18 SR. Sianturi,f Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 

2008, h.250f 
f19 Chairul Huda, Op.Cit., h.63-64. 
20Edi Setiadi dan Dian Andriasari, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2013,  h.69. 
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Menurutf Simons mengatakan “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai 
suatu keadaanf psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya 
pemidanaan, baikf dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selain itu dikatakan bahwa 
seseorang mampuf bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni mampu mengetahui atau 
menyadari bahwaf perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta dapat menentukan 
kehendaknya sesuaif dengan kesadaran tersebut. 

Di Indonesia, fAsasgLegalitaskdiwujudkan dalam aturan hukumgyaitukPasal 1 ayat (1) 
Kitab Undang-UndangfgHukum Pidanag(selanjutnya disebut KUHP) yanggmenentukan: “Tiada 
suatu perbuatangdapatf dipidana kecualigatas kekuatan aturan pidana dalamgperundang-undangan 
yanggtelah ada,gsebelumf perbuatangdilakukan”. Di Belanda, asas legalitasgdisebutkan dalam 
Pasal 1 ayat (1)gWetboek fvan Strafrecht (selanjutnya disebut WvS), yanggmenentukan: “Geen feit is 
strafbaar dan uit kracht fvan eene daarangvoorrafgegane wettelijkegstrafbepaling” (artinya: tiada suatu 
perbuatan dapat fdipidanakkecuali atas kekuatan ketentuan pidanagyang terlebih dahulu 
adakdalam undang-undang). fDigperancis, asas tersebut diwujudkangdalamkPasal 4 Code Penal 
Perancis, yanggmenentukanf:g“Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent etregpunis de 
peinesquin etaient pasfprononcees par la loi avant qu’ils fussent commis” (artinya: tidakgbertentangan 
dengan ketentuanfyang ada, tiada delik, tiada kejahatan jika tidak ada ancamangpidana yang 
dinyatakan dalamfgundang-undang terlebihkdahulu). 21 

Moeljatnofmengartikan Asas Legalitas, sebagai: tidak adagperbuatanlyang dilaranggdan 
diancam denganfgpidana jika tidakgditentukan terlebih dahulu dalamgperundang-undangan.22 
Sedang PetergMahmud Marzukilmengartikannya sebagai: tiada seorang pun dapatgdipidana 
karenaamelakukanksesuatugperbuatan jika tidak ada aturanlundang-undang yanggmengatur 
sebelumwgperbuatangdilakukan.23 

Darigteori dan pendapat para ahli tersebut diatasgmaka sebenarnya asasllegalitas 
merupakand inti dari semua aturangyang terdapat didalamkKitab Undang-UndanggHukum 
Pidana d(KUHP). Oleh karena itugseseorang tidak dapat dipidana kjika belum adagperaturan 
undang-undangd yanggmengaturnya. 

Suatu dperbuatangpidana tidak dapatldikualifikasikan sebagaijperbuatan pidanagjikaltidak 
dilarangdoleh undang-undang.gPerbuatan pidana adalahgperbuatan yang dilarang olehgundang-
undangdpidana, suatupperbuatan yang onwematig (bertentangan dengangundang-undang), yang 
dikenal dsebagai “mala prohibita”. Perbuatangpidana yang belumgatau tidak dilarang oleh 
undang-undangd pidana dikenalgsebagai “crimina extra ordinaria” suatupperbuatan 
yangg“onrechtmatig”d (bertentangan dengan hukum). Digantaral“crimina extra ordinaria”, 
terdapatgperbuatans yang dikenalgdengangnama “criminagstellionatus”, perbuatan 
jahatgatausdurjana. 

Tuntutanagpidana hanya ditujukangterhadap perbuatan yangpdikualifikasikangsebagai 
”mala prohibita” fsebaliknya tuntutangpidana tidak dapat ditujukangterhadap “crimina extra 
ordinaria”, meskipuns menimbulkangkerugian luar biasapbagi korban, hanya karenagbelum atau 
tidakgdilarang olehfundang-undanggpidana. 

Darigperspektif fAsaspLegalitas, ”mala prohibita”pmerupakangperbuatangyangp“strafbaar” 
(dapat dipidana),fsedangl“crimina extra ordinaria”dhanyagmerupakandperbuatangyang 

                                                           
21 Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi Asas LegalitasgHukum Pidana Sejarahd Asas Legalitas dan 

Gagasan Pembaruan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2014,  h.2. 
22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum dPidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 23. 
23 PeterdMahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 215. 
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“strafwaardig”g(patut di pidana) dangbukang“strafbaar”, karena tidak dilaranggoleh undang-
undang pidana. Secaragprinsipddilarang mendefinisikangsuatu perbuatanpsebagaig”mala 
prohibita”gdengan caradgmengkontruksikan suatu perbuatanpsebagai perbuatan pidanagdiluar 
yang dilarangd undang-undang pidana. gLarangan inilah yanggdikenal sebagai “prinsipgnon-
danalogi”.24 

Dapatdgdikatakan bahwagperbuatanpdapat dipidana jika perbuatan tersebutgbertentangan 
dengandgundang-undang pidana, gsedangkanpperbuatan yang bertentangan denganghukum 
tidakgdapatd dikenakan undang-undanggpidana. Halpini berarti seseorang bisagdipidana jika 
bertentangand dengangundang-undang pidana. Jikagseseorang itu tidak bertentangangdengan 
undang-undangdgpidana maka tidak dapat dijatuhiphukuman pidana, karena 
hanyagbertentangand denganghukum bukan bertentangan denganpundang-undang pidana. Hal 
tersebutgsangat bagusd sekaligbagi orang yang melakukan perbuatan pbertentangan dengan 
hukum, karenadgpebuatannya sehingga tidak dapat dipidana. Dari sudutppandang pelaku hal ini 
merupakan hald yang baik karenagpelaku merasagdilindungi dan bisa lolosgdarigperbuatan 
tersebut. Tapid tidak dengangkorban yang sudah mengalamigkerugian dalamgbentuk apapun 
karena ulahddarid pelaku. 

AsasdgLegalitas merupakan fondasipsekaligus pilar utama sistemghukumppidana pada 
keluargad hukum (legal family)gcivil law system. Terdapat beberapagkarakteristik darigkeluarga 
hkumdgpidanagcivil law system, yaitugantara lain, (1) hukum pidana harusgmerupakanphukum 
undang-undangdgdan (2) pembatasangkebebasanphakim. 

Secaradgsubstansial, AsaspLegalitas hanyagmelaksanakan 2 (dua)pfungsi, yaitu (1)gfungsi 
perlindungan:dgmelindungi warga negara darigkesewenang-wenanganpkekuasaan penguasagdan 
kewenangandghakimgdan (2) fungsigpembatasan: membatasipkekuasaangpenguasagdan/atau 
kewenangandfhakim. Fungsifperlindungan hanyagditujukanpuntukfkepentingangpelaku. 
gPelakud tidak akanfdituntut selama perbuatan merekapbukanlah ‘mala prohibita’. 
Fungsidfpembatasan juga hanyafditujukan untukfkepentinganlpelaku, karena penguasa tidak 
bolehfmenuntutfpelakufyangfmelakukanf‘criminafextraordinaria’,fwalaupunfmenimbulkandfkerug
ian luar biasa bagifkorban. 

AsasddLegalitas sama sekali tidakpmemberikan fungsi perlindungan terhadap 
kepentingandkorban. Ketiadaan fungsidperlindunganterhadapdkepentingan korban 
merupakandkelemahan  mendasardsekaligus keterbatasanf AsasfLegalitas. AsasdLegalitas sama 
sekali tidakdberdaya untukd menuntutdperbuatan yang menimbulkanpkerugian luar biasa bagi 
korban, hanyadkarenad perbuatandtersebut belum atau tidakddilarangpoleh undang-undang 
pidana. Berkaitanddengan kelemahan dan keterbatasandAsasdLegalitaspuntuk memberikand 
perlindunganterhadap kepentingandkorban, Nyoman SerikatdPutrajaya berpendapat, bahwad 
AsaspLegalitas yang pada intinya berisi asas leddtemporis delict hanya memberikanpperlindungan 
kepadadindividuhpelaku dan kurang memberikan perlindunganpkepadadmasyarakat/kelompok 
masyarakat yanggmenjadi korban tindak pidana, sehingga aksesduntuk memperoleh keadilan 
bagidkorban terutamaddkorban kolektifdterhambat25. 

Penjelasanddiatas sudah seharusnyadjika Asas Legalitas jugadmempunyaidkewajiban 
untukdmelindungiidkorban, karena dalamfasas ini sudahdmengatakan tidak ada pidanadbagi 
pelaku yangkmelakukandperbuatan pidana jikafbelum adadaturan yang mengatur.dInisjelas 

                                                           
24 DenifSetyo Bagus Yuherawan, Op.Cit., h. 3. 
25NyomandSerikat Putrajaya, Pemberlakuan Hukum Pidana secara Retroaktif sebagai PenyeimbangsAsas 

Legalitas dan Asas Keadilan, PidatodPengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro Semarang, 2004, h.37.  



13 
 

dapat menimbulkandketidakadilan bagidkorbanddanfpelaku dalam hal kerugiannataupun 
perbuatan. Olehdkarena itu perlu adanyadpembaharuanfdari konsepdKitabsdUndang-Undang 
HukumdPidanad(KUHP) yangsdsekarang. 

Pokokdpikiran para penyusuns RUUdKUHP adalah dasar patutddipidananya, perbuatan, 
berkaitanerat dengannmasalah sumber hukum ataudlandasan legalitas untukdmenyatakandsuatu 
perbuatan sebagaisdtindak pidana atau bukan. Seperti halnyaddengan KUHP, RUUdKUHP tetap 
bertolakddaris asas legalitasdformal, (bersumber pada uu). Namun,dkonsep ini jugadmemberi 
tempatdkepadas ‘hukum yang hidup/hukum tidak tertulis’ sebagaidsumber hukumd(asas legalitas 
materiil).26 

Secaras ontologis, Asas Legalitas bersubstansikan undang-undang pidana beserta ‘mala 
prohibita’.  Secaras aksiologis, dalam hal terjadinya ‘crimina extra ordinaria’, asas legalitas hanya 
memberikan nilaid manfaat kepada pelaku, dengan memberikan nilai manfaat kepada pelaku, 
dengan memberikand jaminan perlindungan hak dan kepentingan pelaku. 

Problem hukumd yang sering terjadi akhir-akhir ini, tampaknya akan semakin komplek 
mewarnai jagat peradaband hukum di tengah kehidupan manusia. Hal ini terjadi antara lain 
karena hukum telahd kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari kelengkapan perangkat hidup 
manusia, yang sebenarnyad berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, 
dan kebahagiaand hukum.  

Salah satuddproblem yang dapatddirasakan adalah, ketika eksistensi keadilan dalam 
hukum yangddditerapkan oleh aparat penegakdhukum dan penguasa, mulai dipertanyakan, 
karena hukumd selalu digunakan secara kaku dan normatifdtanpa melihat nilai-
nilaidkemanusiaand dan keadilan. Selain itu, hukum diterapkan tanpa memerhatikan nilai-nilai 
yangdhidup did tengah-tengah masyarakat (living law) sebagai bagian dari sumber hukum. 
Keberadaand hukum tidak lagi dijadikan sebagai solusi untuk memediasi pertikaian atau 
perselisihandddi antara warga masyarakat, karenadhukum hanya dipandang sebagai 
alatdpenegakand hukumd(law enforcement). Padahal, hukum juga berfungsidsebagai sarana 
pebaruand masyarakat sebagaiddiintrodusir oleh Mochtardkusumaatmadja. PemikirandMochtar 
kusumaatmadja yangd merupakandmodifikasi dari pemikirandRoscoe Poundd(law as a tool of 
social engineering)d tersebut, merupakandpemikirandyang brillian untuk 
memperkayapkhazanahddilmu hukum didIndonesia.27 

Demikiandjugadppandangan klasik terhadap hukum, mengingatkandkitadterhadap 
penengakandhukumdddifmasa kolonial ketikadHIR masih diberlakukan. Hukumdditerapkan 
secara kaku danddmenjadif“pembunuh” bagi setiap orang yang belumdtentu bersalah, 
akandtetapi telahddmendapat perlakuandyangfsangatdmerugikanddari aparat penegak hukum, 
baik itudkarenadddisiksa maupun karenadperkaranyafdirekayasa. Beberapadfakta 
penanganandkasusd yangdsangatdheboh, telah merusak sendi-sendi penegakandhukum di 
Indonesia, ketikaddhukum sudah menjelmadsebagai alat untukdmelegitimasi tindakandpenegak 
hukum, sehinggaddmanusia tidak berdayaddihadapan hukum karena kebenaran 
telahdkehilangand maknanya. 

Kepastianddhukumfmerupakandsalah satu tujuandhukum yang sangatdpenting dan 
merupakan salahddsatufasas pentingddalam suatu negara hukum. Asasdkepastian hukum 
menghendakiddkonsistensifdalam penyelenggaraan hukumddi suatu negara. Negaradhukum 

                                                           
26 Ibid,. h. 357 
27 JogidNainggolan, Energi HukumvSebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2015, h. 171 
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bertujuanduntuk menjaminbahwa kepastian hukumdakan terwujud dalam kehidupandberbangsa, 
bernegara, dandbermasyarakat.dHukumfbertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam 
hubungan antardmanusia berupa menjamindprediktabilitasfdan juga bertujuanf untuk 
mencegahddominasi hakdpihak yangdterkuat. 

Kepastiandhukum merupakanfsalah satudasasdesensial dalam negaraahukum.dBahkan, 
Budiono Kusumohamidjojodberpendapat bahwa kepastian hukum nyarisfdmerupakan syarat 
mutlak bagi suatu negaradhukum modern dana demokratis.dKepastian hukumdsebagai salah 
satu tujuan hukumdmengandunggartigadanyaafkonsistensi dalam penyelenggaraandhukum. 
Konsistensivtersebut diperlukan sebagai acuan atauavpatokan bagivperilaku manusiavsehari-hari 
dalamvberhubungan denganvmanusia lainnya. Fungsiafkepastianvhukum tersebut, antaravlain 
untukvmemberikan patokan bagivpelaku yang tertiba,vdamai, danvadil. Lebih lanjutvBudiono 
Kusumohamidjojofmengatakanvbahwa penyelenggaraanfvhukum yang tidak konsisten, tidak 
akan membuatfmasyarakat mau mengandalkanf hukum sebagaivkaidah yang mengatur 
kehidupanvbersama.fKonsistensivdalamvpenyelenggaraanfhukumgdiperlukanvsebagaidacuand 

perilakudmanusiagsehari-harifdalamvberhubunganvdenganfmanusiavlainnya.  
Hukumvsebagaifsaranafuntukgmengaturfkehidupanvmanusiavdalamfmasyarakatvharusvdilaksa
nakan secara konsisten agakvmemiliki kredibilitas.vPenyelenggaraanf hukumvyang 
tidakvkonsisten dalam masyarakat akanvmenimbulkantimplikasifvketidakpercayaan 
masyarakatvterhadap hukum sebagai perangkatgkaidah yangvmengatur kehidupannbersamap. 

Hukumvpidana merupakanvhukum yangtmengaturptentang perbuatan-perbuatanfvyang 
dilarang olehvundang-undang beserta sanksitpidanapyang dapatvdijatuhkanpkepadaf pelaku. 
Hukum pidanavjuga berisi aturanvmengenaippelanggaran-pelanggaran danvkejahatanf terhadap 
kepentinganvumumvdimanavperbuatanvtersebutkjikavdilanggarvakanvdikenakanfvancaman 
hukumandsebagaidsuatudpenderitaandataudpenyiksaanlterhadapdpelakufvkejahatan. 
Hukumdpidana ialahvhukum materildkarena diddalam hukum pidanadmaterilf terdapatdaturan 
tertulispyaitu KitabvUndang-UndangdHukum Pidanavyang seringtjugavdisebutf sebagai KUHP. 

DalamvKitab Undang-Undang HukumdPidana terdapat d3 (tiga)fhbuku yangvberisi 
tentangdaturanvumundpadavbukudpertama,dkejahatandpadapbukufdkedua,ddan 
pelanggarandpadavbuku ketiga. Aturan umum dilihat darifdfenomenadperundang-
undanganvpidana tidak banyak mengalami perubahanvsedangkanf aturan khusus 
denganpberkembangnyavperundang-undanganfpidana diluar KUHPf perkembangan sangat 
pesat, dalamfartipbanyakvmengadakan penyimpangan-penyimpanganfvdari aturanfumum 
BukufI KUHPf.  

Olehgkarenavitu penyusunan RUUvKUHP diletakkanvdalamgkerangkagpolitikf 
hukumvyangdtetapvmemandangdperlukpenyusunanfhukumfpidanafdalamfbentukfkodifikasifvd
anvunifikasioyanggdimaksudkanfmenciptakan dan menegakkanfkonsistensi, keadilan, 
kebenaran,fketertiban,danfkepastianfhukumldenganfmempertimbanghkanfkeseimbanganfantarak
epentingan nasional,gkepentingangmasyarakat,fdanf kepentinganfindividu dalamfNegara 
KesatuanfRepublik IndonesiaddanfUndang-UndangfDasar Negara RepublikfdIndonesiafTahun 
1945.28   

Padaffbukufpertama mengenaidaturan umumfKitab Undang-UndangfHukum 
PidanafPasalf 1 ayat (1) menyatakan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas 
kekuatanfketentuanfpidana dalam undang-undang,gyang adafterdahulu gdaripadafperbuatan 
itu”. fArtinyaeftidak ada suatufperbuatan yang dapatfdipidana jika belum adafaturanfdari 

                                                           
28 AbdullGhofir Anshori, Filsafat Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, h. 45. 
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undang-undangfyangdmengatur perbuatanftersebut. AsasfLegalitasfyangfmerupakandasasfyang 
fundamentalgdalam hukum pidanagsebagai dasar dalamfmenunjang bekerjanya sistem 
peradiland pidana yangvbertujuan untuk menegakkanvhukum berdasarkan kebenaran, 
kepastiannhukum, dan asasvkeadilan. 

Adadvtidaknya batasan ataupunvpengertian yuridis tentang tindak pidanavdalam KUHP 
maka suatud perbuatanvyangvmemenuhivrumusanvundang-undang Pasal 1vayatv(1) KUHP 
mengandungd asasslegalitas sekaligus asas “sifat melawanshukum formal” yaitu 
suatudperbuatand dikatakan bersifatdmelawan hukum apabiladperbuatan itu dirumuskan 
sebagai suatudddelik atau tindak pidanaddalam undang-undang, dengan 
mengesampingkandhukum yang hidupddi tengah masyarakat atau juga bisad dikatakan 
sebagaidhukum tidak tertulis. Denganfkata lainfhukum bersifat normatif,dapabila 
pemerintahfyang sah mengeluarkan peraturan menurutfperundang-undanganfyang berlaku, 
peraturanftersebutfditanggapifsebagai norma yangfberlakufsecara yuridis, yaitufperaturan 
tersebutdterasafmewajibkandsedemikiandrupafsehinggadorangfyangdtidakdmematuhifperaturan
fdapat dituntut di mukaapengadilan. 

Kehadirangajarand sifat melawan hukum materiil dimana sifat melawanghukumnya 
perbuatan tidak hanyad mendasarkangpada undang-undang sajagatau hukum tertulis tetapi juga 
memperhatikan asas-asas dhukumgyang tidak tertulis, terlebih dalamgsifat melawan hukum 
materiil dalam fungsinya yangd negatif,gdimana nilai-nilaigyang berlaku di masyarakatgdapat 
menghapusgataugmenegatifkandsifat melawanghukumnya perbuatan yangememenuhigrumusan 
dalamdgundang-undang. 

Padaabuku pertama kitab undang-undang huku pidana tentang peraturangumum sudah 
menjelaskannbagaimana asas legalitas yanggsebagai dasar dari hukum pidanagbekerjasama 
dengangaparat dpenegak hukum lainnya dan menerapkan asasgtersebut kepada masyarakatgdi 
muka pengadilan. Pada dasarnya asas iniimempunyai sisi yang positif dan sisi yanggnegatif. 
Dilihat dari sisi positif asas legalitas inigmenjadi sandaran bagi para penyidik maupun djaksa 
penuntut umum dalam menyesuaikangrumusan delik mana yang sesuaigdengan tindak dpidana 
pelaku dan jugagbagi para hakim dalam menjatuhkan sebuahgputusan mengenai dtindak 
pidanaayanggdilakukangolehgsipembuat,gdangpelakugtindakgpidanagtersebutgharusdbertangg
ungjawabgatas perbuatannyag(mau tidak mau harus tunduk kepada asasglegalitas yang 
merupakan asasgdari hukum pidanagtersebut). 

Selaingmempunyai sisi yang positif, asasd legalitas jugagmempunyai sisi yang 
negatifgatau bisa juga kelemahan dari asasglegalitas. Kelemahangdari asas legalitas 
yaitugmemberikan perlindungan bagi pelaku tindakgpidana yanggmasih belum diatur dalam 
undang-undang tertulis hukum pidana atau kitabgundang-undang hukumgpidanag (KUHP) 
atasgperbuatangyang pelaku lakukan. Asas legalitasghanya memberikangsanksi pidanag atau 
penjatuhangpidanagpada pelaku tindakgpidana yang sudah diaturgaturannya oleh gundang-
undang. Sedangkangperbuatan pidana ataugbiasa yang disebutgsebagai “sifat melawanghukum” 
yang belum adagaturannya atau undang-undanggpidana belum mengaturnya makagsi pelaku 
ataugsi pembuat tindakgpidana ini tidakgdapatgdikenakanghukum atau sanksi atauupenjatuhan 
pidana. Darigkedua sisigtersebut dariiasas legalitasgmaka perlu adanya sebuahgperubahan 
sendang hukum pidanagmengenai asas legalitas, dan juga perlu menambahkang 
danfmemperluasgmakna ataupun pengertiankdan istilah setiap pasal demi pasal 
dalamgkrancangangkitab undang-undang hukum pidana yanggsekarang sedang digkerjakan oleh 
pembuattundang-undang 
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Setelahgbuku pertamagtentang aturangumum mengenaigasas legalitas didaparkangdiatas, 
sekaranggberalih pada buku kedua dalam kitagkarenad, undang-undang hukum pidanagtentang 
kejahatan. Padagbuku kedua ini berisi 31gPasal mengenai berbagi macam kejahatanlatau bisa 
disebut sebagaigbermacam-macam jenisgkejahatan diatur didalam buku kedua kitabgundang-
undang hukumgpidana ini. Namun kejahatangdalam buku kedua ini belum sanggup memberikan 
pasalgataupun rumusan delik kepadagperkembangan jaman yang semakinghari semakin 
meningkatgdan mengalami perubahangdalam kehidupan masyarakat. Salah satunyagdelik 
kesusilaangyang ada dalam buku kedua bablempat belasgmengenai kejahatangkesopanan. 
Berbicara tentang delik kesusilaangsecara umumptindak pidanagkesusilaan diartikan sebagai 
tindak pidana yang berhubungangdenganrmasalah kesusilaangatau etika. Pernyataangini 
menunjukan bahwa menentukan batasan ataurpengertian mengani kesusilaan 
tidaklahgsederhana. Batasan-batasan kesusilaangetika inirsangat bergantung dengangnilai-nilai 
yang berlaku dalamgsuatu masyarakat.29 

Secaradsingkatgdikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yanggberhubungan dengan 
(masalah)gkesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabilagdikaji lebihplanjut untuk 
mengetahuiiseberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karenarpengertiangdan 
batas-batas “kesusilaan” itu cukup luassdan dapat berbeda-beda menurutrpandangan dangnilai-
nilai yang berlakugdi dalam masyarakat. Terlebihf pada dasarnyafsetiapfdelik ataupunf tindak 
pidana mengandungfpelanggaran didalamnya terhadapfnilai-nilairkesusilaan; bahkan dikatakan 
bahwa hukum itu sendiri padafhakikatnya merupakanrnilai-nilairkesusilaan yangfminimalf (das 
recht ist das ethischefminimum). Membunuh bayi,rmenelantarkan anak, mencuri,fmenipu, 
menggelapkan, membajak hakfcipta orang lain, persaingan.rcurang,gkorupsi danffsebagainya, 
pada hakikatnya melanggarfatau bertentangan dengan nilai-nilaifkesusilaanff(etika). 

Diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku KetigafBab VI KUHPf yanggberlangsung 
sekarang ini sudah mulai sejak diberlakukan tahun 1918.fKeseluruhanf pasal-pasal dalamfKUHP 
termasuk pula delik kesusilaanfmewarisi kaidah-kaidahryang mengaturf hukum pidanafsemenjak 
masa kolonial hingga sampaifsaat sini. Ruang lingkupftindak pidanaf kesusilaanfdalam kitab 
undang-undang hukum pidana meliputi perbuatam ataudtulisanf yang melanggarfkesusilaan 
(Pasal 281-283, 532-535); hubunganfseksual dan perbuatanfcabulf (Pasal 284-296), perdagangan 
wanita dan laki-laki dibawahfumurd(Pasal 297); perbuatanfryangfberhubunganfdengan 
pengguguran kehamilan (Pasal 299);vyangfberhubungan denganf minumanfkeras atau 
memabukkan (Pasal 300, 536-539);fpemanfaatanfanakfuntukffpengemisan,fpekerjaan 
berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaanfringanfdanf perlakuanftidakfsusila 
terhadapfhewan (Pasal 302, 541, dan 544);fperjudian (Pasal 303 dan 303 bis);f meramalfnasib atau 
mimpifdan yangfberhubungan gaib (545-547). Tim penyusun darirpemerintahffsusunan konsep R-
KUHPfkenyataannya masihvbelum mengakomodasi beberaparpersoalanffyang muncul dalam 
masyarakatfkhususnya yang berkaitan denganf kejahatanfseksual.30 

Seperti halnya KUHP, dalam RKUHPffjuga belum mengakomodasifkosensepfperkosaan 
atau persetubuhan terhadap perempuan yang beradafdalam status perkawinann (istri). Perkosaan 
atau persetubuhan yangfdimaksudfdalam RKUHP hanyafdalam kerangka “persetubuhanfdengan 
perempuan di luar perkawinan”. Hal tersebut tentunyafmengesampingkan adanyafperkosaan di 
dalam perkawinan yang dilakukan olehfsuami terhadap isterinya p(marital rape). Kondisiffseperti 
ini menunjukanfbahwa sebagai isteri,fperempuan harus bersedia melakukan hubunganffseksual 

                                                           
29 BardafNarwawi Arief, BungaifRampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2004, h. 44.  
30 Ibid., h. 56 
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dalam kondisfapapun.31 Tidakfdiaturnya marital rape dalamdRKUHP akanfberpotensi 
menimbulkanfpermasalahan karena kejahatan persetubuhanfyang dilakukan oleh suamifterhadap 
istri saat inifkerap terjadifdanftelahrmenimbulkan banyak korban. RKUHPfjugafbelum 
mengakomodasifadanya perkosaan yangfdilakukan di antara laki-laki atau di antaragperempuan 
meskipun diketahuighal ini juga marakfterjadi khususnya yang dilakukan olehglaki-laki dewasa.   

Belumgterumuskannyafperbuatan tersebut sebagaigsuatu tindak pidanaperkosaan 
semakingmenunjukan kuatnyafnilai-nilai di masyarakat yanggmenganggapgbahwagperkosaan 
hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-lakigdengan perempuan). f491 ayat 2 
RKUHP telahgmemperluas rumusangperkosaan, yang tidak lagi hanya dalamfgkonteks 
persetubuhan yakni hanyagpenetrasi alat kelaminglaki-laki ke alat kelamin perempuanfgtetapi 
juga mencakup “penetrasigalat kelamin laki-lakigkedalam anus atau mulutgperempuan”, atauf 
memasukkan bendafyang bukan bagian anggota tubuhnya kedalamfvagina atau anus perempuan.  

Namunfrumusan ini belum memasukkan bentuk-bentuk pemaksaan lainnyaffselain dari 
ketentuan diatas, seperti faktanyafpelaku juga kerap memasukkan bagian-bagianftertentu darif 
anggotaftubuhnya, seperti jari atau kaki ke dalam alat kelaminfperempuan atau juga dalamf 
bentuk pemaksaan oralfterhadapfperempuan. Hal lain yangpjugafbelum diakomodasi dalamf 
RKUHP adalah tindakan-tindakanfsepertifserangan seksualpterhadap perempuan yangfsering 
disebut sebagaifpelecehan seksual. Pelecehanfseksual mencakupfcumbuan atau rayuanfatau 
perilaku seksualftidak hanya secara fisikftetapifjuga verbal atau melalui penggunaanfgambar yang 
tidakfdiinginkan oleh korban, ataufmerendahkan, menjijikanfbagi penerima termasukfpemberian 
julukan, penghinaanfatau komentar yang tidak senonoh,fatau gerak isyarat danfposter, gambar, 
kartun yang bersifat menyerang secara seksual.32 Dalamfpraktiknya pebuatan sepertifitu 
seringkali muncul khususnyaddalam lingkungan kerja,fnamun jarang atau tidak pernah 
mampufdiproses secarafhursan. 

Pertama, secara paradigmatik, delik kesusilaanfdalamfRKUHP dinilaifThamrin sangat 
positivistik, dimanafmuncul kegandrungan yang sangatfbesar pada aturan bahkanfuntuk hak hak 
yangfsangat pribadi.fKedua, delikfkesusilaan dalamfRKUHP dinilai sangatfpatriarkis. Ketiga, dari 
perpesktif gender, diaturnyafelik kesusilaan dalamfRKUHP sangat berbahayafkarena,fmenurut 
Thamrin memutarfjarum jam kebelakang dimanafotonomi dan independensifperempuan tidak 
diakui.dKeempat, secara sosiologisfdan ideologis,fdelik kesusilaan yang diaturfdalam  RKUHP 
umumnyadmaerupakan wilayahfprivat. 

Masalah kesusilaanrmerupakan isu moral bukan isurlegal. Sementaraoitu, Nuryahbani 
berpendapat, memasukkandsemua hal tentang perempuanrdidalm delikdkesusilaan tidak tepat 
karena hal itu berartidmemidanakan hal yang bersifatrmoral. Pasal 423dRKUHP mengenai 
perkosaan, misalnya, menyebutkandbatas minimal pemerkosaandadalah tiga tahun dan 
maksimalddua belas tahun. Bats minimal ini merupakan kemajuan dibanding dengan Pasalr285 
KUHP yang memberi ancaman hukumandminimal satu hari. Pasal mengenaidperkosaan iturjuga 
dianggapplebihdmaju karena memperluasdcakupan tindak pidana perkosaan tidakrhanya 
berdasarkanckekerasan atau ancaman kekerasan. Bila laki-laki melakukan persetubuhanrdiluar 
perkawinan bertentangan dengandkehendakrperempuan atau tanpa persetujuan perempuan 
tersebut, sudahr dianggap sebagairpemerkosaan.  

Ibrshim Teorir hukumdtermasuk juga tindak pemerkosaan bila 
persetubuhanddilakukandpada perempuanrberusia di bawah 14 tahun walaupun ada persetujuan 

                                                           
31 Projodikoro,rWirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama. Jakarta, 2003.h. 67. 
32 Ibid., h.69 
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dari pihak perempuan.dSelain itu, dianggap sebagaidpemerkosaandbila dilakukan secara seks 
oral dan anal, atau memasukkang benda kedalamdvagina atau anus perempuan.dSelain itu 
RKUHP ini, menurut Andi Hamzah, jugag melindungidperempuan dari “janji gombal”dlaki-laki, 
yaitu melalui Pasal 491 RKUHPdyang mempidanakan laki-lakidyang berhubungan badan dengan 
perempuan tidak bersuamiddengan janjig dikawini tetapi kemudian mengingkari janji tersebut, 
dipidana dengan penjaradpalingdlama empatdtahun atau denda. Begitu juga bila laki-lakidtidak 
beristri bersetubuhddengan perempuan tidakrbersuami yang mengakibatkan kehamilan dan tidak 
bersedia mengawini, dipidanardengan penjara paling lama limartahun atau denda.33 Dalam 
perkembangan penyusunan konseprKUHP, tidak lagi dibedakan“rkejahatan kesusilaan” danr 
“pelanggaran kesusilaan”. Konseprhanya mengelompokkan dalam satu bab dengan judul “Tindak 
Pidana terhadaprPerbuatan melanggar Kesusilaan” yang diaturrdalam Bab XIV Buku II. 

Dari uraian tentangrdelik kesusilaan tersebut, sudah pasti ada pasal demi pasalr 
didalamnyaryang harus diperluas makna pasalrmaupun ada yang ditambai kurunganrpidana 
agar tidak menyebabkan multitafsir padarmasyarakat yang belum mengertirdan 
masihrmemahami tentang hukum, mengingatrundang-undang (kuhp) indonesia inirbanyak yang 
belum di perbarui sehinggardalam pembaharuannyarpun harus lebih jelas danrlebih dieperinci. 
Mengenai kejahatanrkesopanan yang merupakan delik kesusilaan didalamnya sudah 
pastirkorbanr yang paling banyak dirugikan adalahrpihak perempuan dengan semua umur atau 
anakrlaki-laki dan anak perempuan yang terpaksarsetuju untuk diperlakukan secara tidak sopanr 
ataurmelanggar etika yang berhubungan dengan moral manusia menuruti keinginanrdarir si 
pelaku. 

Setelahr berkembangnyarperluasan delik perkosaan dalamrRKUHP ada pula perkembangan 
delik mnegnai kesusilaan yangrlebih maju lagi yaitu tentang persetubuhanrsecara paksaryang 
dilakukan prempuan terhadaprlaki-laki. Disini melihat bahwa pelaku adalah perempuanrdan  
laki-lakirsebagai korban. makartidak menutup kemungkinan bahwa perempuan yang 
sebagairpelaku bisa melakukan persetubuhan secararpaksa terhadap laki-laki yang sebagai 
korban. Dilihatrjuga darirperkembangan medis yang jugarmemiliki berbagai macam jenis obat-
obatan maka halryang biasanyardilakukanrolehglaki-laki kepada perempuan mengani perkosaan 
dikarenakanrperempuan sebagai mahlukryangrlemah dan laki-laki sebagai mahluk yang kuat 
maka sebaliknyarbahwa perempuan jugarbisa melakukan hal yang sama kepada laki-lakirdengan 
dibantunyarobat-obatan medisryang sudah berkembang sehinggardari obat-obatan itu bisa 
diminumkan ataurdisuntikkan kepadarkorban laki-laki yangr ditujukan  sehingga laki-lakibisa 
ber-ereksi dan si pelaku prempuan bisa langsung melakukanrkejahatan susilanya dengan 
melakukanrpersetubuhan secara paksa. Konsep persetubuhan secararpaksa yang dilakukan 
perempuan kepadarlaki-laki tidak harusranggotafkelamin perempuan ke anggota kelamin laki-
laki, tetapi anggota tubuhryang lain juga bisafdimasukkan kedalam mulut laki-laki, ataudanus 
laki-laki, dan bukan hanyaa anggota tubuh saja yang bisa dilakukan sebagai persetubuhanftetapi 
selain anggota tubuh seperti alat atau benda asing jugafbisa dimasukkan kepada anus atau\mulut 
laki-laki sehinggafpersetubuhan secara paksa yang dilakukanfperempuan itu terjadi gan 
korbannyaflaki-laki. 

Dalam hal ini KUHPfyang masih digunakan sekarang tidak adafaturan yangfmengatur 
tentangepersetubuhan secarafpaksa yang dilakukan perempuangkepada laki-laki, bahkanfdalam 
rancanganfkitab undang-undang hukumfpidana (RKUHP) yang masih belumfdisahkan dan masih 

                                                           
33 Munti Ratna Batara, Instrumen Hukum yang Melindungi Perempuan dari  Kejahatan Seksual dan Kritisi 

RUU KUHP, Aliansi Nasional, Jakarta. 2004.  h.85 
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diperbaikifrumusanfpasalnyafini belum ada pasal ataufaturan yangfmengatur tentang 
persetubuhanfsecara paksa oleh perempuan kepada laki-laki. Sehinggagjika ada kasus seperti ini 
terjadi di indonesia maka pelaku bisaglolos dan bisa lepas dari pertanggungjawabangpidana atau 
juga bisa bagi hakim dalam persidanganguntuk memasukkan kasusfseperti inigkedalam pasal 
percabulan. Padahal persetubuhan secaragpaksa ini tidak bisa dikategorikanesebagaigtindak 
pidana perkosaan, karena KUHP yang masih digunakan sekarang tidak ada aturan yang 
mengatur tentang persetubuhan secara paksa yang dilakukan perempuan kepada laki-laki, 
bahkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) yang masih belum 
disahkan dan masih diperbaiki rumusan pasalnya ini belum ada pasal atau aturan yang mengatur 
tentang persetubuhan secara paksa oleh perempuan kepada laki-laki. Walaupun pada rumusan 
pasal perkosaan ada kata “barangsiapa” yang sebenarnya siapa pun pelaku bisa memperkosa, tapi 
dalam KUHP tetap diartikan bahwa “barangsiapa” adalah laki-laki, karena yang yang diperkosa 
objeknya adalah perempuan. 

Dari sisi pertanggungjawaban pidana jika perempuan yang melakukan persetubuhan 
secara paksa terhadap laki-laki maka pelaku perempuan bisa lolos atau bisa dimasukkan kedalam 
pasal percabulan, tetapi disisi lain ada KUHP yang mengatur tentang perkosaan. Jadi  jika 
dimasukkan kedalam pasal perkosaan tidak bisa karena tidak ada aturan yang mengatur 
persetubuhan paksa yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki disebut sebagai perkosaan. 
 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Dengan adanya kejahatan perkosaan yang sudah berevolusi dan mengalami perkembangan 
ini maka pemerintah memperbarui rumusan pasal pada tindak pidana perkosaan ini dalam 
RKUHP Pasal 491 yang dimana pelaku tidak hanya melakukan persetubuhan dengan wanita 
diluar perkawinan saja tetapi dengan wanita yang dibawah umur, wanita yang tidak berdaya atau 
pingsan, wanita yang setuju tetapi persetujuannya didapatkan dengan cara ancaman kekerasan, 
wanita yang terkena tipu daya atau janji akan dikawini oleh pelaku perkosaan dan masih banyak 
lagi rumusan pasal perkosaan dalam RKUHP. Jika dilihat perkembangan pada rumussan tindak 
pidana perkosaan dalam RKUHP telah lebih baik dibandingkan dengan perumusan pada KUHP 
saat ini. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang terkandung didalam pengaturan 
RKUHP mengenai perkosaan. 
Mengenai pasal perkosaan yang terdapat pada RKUHP, yang menjadi pelaku nya masih saja laki-
laki, otomatis yang menjadi korbannya juga masih sama yaitu perempuan. Namun seiring 
perkembangannya zaman dengan didukungnya alat medis serta obat-obatan yang bisa 
didapatkan dimana saja maka perempuan yang biasanya disebut sebagai mahluk yang lemah dan 
hanya dijadikan sebagai objek pelampiasan laki-laki saja, maka perempuan disini dapat berbuat 
sebaliknya yaitu melakukan persetubuhan secara paksa terhadap laki-laki, dan laki-laki disini bisa 
dijadikan sebagai korban oleh perempuan. Persetubuhan paksa yang dilakukan perempuan 
terhadap laki-laki ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan karena KUHP 
belum mengatur aturan tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan asas legalitas yang perlu dengan 
kepastian hukum maka kejahatan seperti ini bisa lolos karena asas legalitas hanya bisa 
memberikan sanksi pidana kepada perbuatan pidana yang sudah ada aturannya, sedangkan suatu 
perbuatan pidana yang belum ada aturannya maka bisa lolos bisa dimasukkan pasal percabulan 
atau tergantung dari kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran melalui analogi. 
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2. Saran 
Pembentuk Undang-Undang perlu membuatkan aturan mengenai persetubuhan paksa yang 

dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki sehingga jika ada atau terjadi kasus yang demikian 
maka aparat penegak hukum bisa memberikan penjatuhan pidana kepada pelaku perkosaan dan 
pelaku perkosaan tidak bias lolos hanya karena belum ada aturan yang mengaturnya. 

Walaupun pelaku perkosaan tersebut perempuan, tetap harus di berikan hukuman karena 
setiap kejahatan atau setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus bisa dimintai 
pertanggungjawaban hukumannya termasuk ketika perempuan melakukan persetubuhan paksa 
terhadap laki-laki. 
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